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ABSTRAK

Penelitian ini Dberjudul “Perspektif Igta’ terhadap Pengalihan Hak
Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi”, yang bertujuan untuk mengkaji
bagaimana proses pengalihan hak pengelolaan hutan oleh negara dilakukan, serta
menganalisisnya melalui perspektif igtza’. Penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif yuridis. Sumber data
terdiri dari data primer berupa notulen rapat pemerintah daerah serta peraturan
perundang-undangan yang relevan, dan data sekunder berupa literatur keislaman
klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumen, dan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif.

Fokus utama penelitian ini adalah proses pengalihan hak setelah adanya
kontrak antara pemerintah dengan perusahaan. Ditemukan bahwa pengalihan
tersebut dilakukan secara administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) atas nama negara. Namun, setelah kontrak disepakati,
pelaksanaan pengelolaan muncul konflik agraria karena masyarakat kehilangan
akses terhadap tanah warisan leluhur mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengalihan hak pengelolaan
tersebut melalui prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Namun setelah adanya
pengalihan hak pengelolaan muncul konflik yang menyatakan bahwa lahan tersebut
telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Hal ini
bertentangan dengan semangat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang
penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan Undang-Undang Pokok Agraria
yang menekankan pentingnya melindungi hak rakyat atas tanah, meskipun tanah
tersebut milik negara.

Dalam perspektif igtza’, negara memang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mendistribusikan lahan, namun hak itu harus digunakan untuk
kemaslahatan masyarakat. Negara tidak dibenarkan memutus mata pencaharian
masyarakat demi kepentingan investasi semata. Pengalihan hak yang mengabaikan
hak adat dan hak kelola masyarakat kecil dapat dianggap sebagai bentuk
pelanggaran prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Negara harus
memastikan bahwa dalam setiap proses pengalihan, suara dan hak masyarakat
terdampak diakui, dilindungi, dan diberdayakan.

Kata Kunci: Pengalihan, Hak, Pengelolaan Hutan, Igta’
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
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2. S kasrah ditulis I
3. dammah ditulis u
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Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

Al ditulis ar-Risalah
e Ll ditulis an-Nisa’
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
sl dal ditulis Ahl ar-Ra yi
Ll Jaf ditulis Ahl as-Sunnah
Uy Al (g5 ditulis Zawi al-Furiid
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di
dunia. Kekayaan hutan Indonesia tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga memiliki
nilai strategis bagi pembangunan nasional, baik dari sisi ekonomi, maupun sosial.t
Dalam sistem hukum nasional, pengelolaan hutan diatur melalui berbagai regulasi,
di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-
Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, serta turunannya dalam bentuk

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Kawasan hutan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu hutan
konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Di antara ketiganya, hutan lindung
dan hutan produksi memiliki peran sentral dalam pembangunan berbasis sumber
daya alam. Hutan lindung ditujukan untuk melindungi sistem penyangga
kehidupan, sementara hutan produksi diperuntukkan bagi pemanfaatan hasil hutan
secara lestari. Meski tidak dapat dimiliki secara pribadi, pengelolaan hutan-hutan
ini dapat dialihkan kepada pihak tertentu melalui mekanisme pengelolaan lahan dari

negara.

Pengalihan hak pengelolaan ini umumnya dilakukan dalam bentuk Hak

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), baik di hutan alam maupun

! Haudec Herrawan et al., “Commoning the State Forest: Crafting Commons through an
Indonesian Social Forestry Program,” Forest and Society 6, no. 1 (2022): 20-39.



hutan tanaman industri, serta melalui skema perhutanan sosial. Dalam konteks
hukum positif, negara memegang kewenangan penuh untuk mengatur, memberi
hak, dan mengawasi pengelolaan kawasan hutan. Namun dalam praktiknya,
pengalihan ini seringkali menimbulkan konflik agraria, marginalisasi masyarakat

adat, hingga degradasi lingkungan.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan problematika pengalihan hak
pengelolaan hutan terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Sebuah perusahaan memperoleh hak pengelolaan lahan hutan produksi seluas
13.236 hektare dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hak tersebut
digunakan untuk menanam pohon eukaliptus, tanaman cepat tumbuh yang lazim

digunakan sebagai bahan baku industri pulp dan kertas.

Namun, pengelolaan tersebut menimbulkan konflik serius antara pihak
perusahaan dan masyarakat lokal. Batas-batas wilayah konsesi yang tidak jelas
menyebabkan perusahaan melakukan aktivitas pembukaan lahan secara sepihak
dan memasuki wilayah kelola masyarakat.? Dalam beberapa laporan, disebutkan
bahwa perusahaan melakukan pembabatan vegetasi dan penanaman eukaliptus
tanpa melalui mekanisme konsultasi publik maupun ganti rugi terhadap masyarakat

yang terdampak.

Masyarakat lokal merasa hak-hak mereka atas tanah dan hutan yang telah

mereka kelola secara turun-temurun diabaikan. Protes yang mereka sampaikan

2 Ray Amantharo Saragih, Rosnidar Sembiring, and Syarifah Lisa Andriati Suhaidi,
“Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat,” Locus Journal
of Academic Literature Review 2, no. 3 (2023): 243-260.



tidak mendapatkan respons yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus berujung
pada kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan lahannya. Kasus di
Tapanuli Selatan ini bukanlah satu-satunya; konflik serupa juga banyak ditemukan

di berbagai daerah lain, seperti Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Proses pengalihan hak pengelolaan hutan sering dilakukan tanpa
memperhatikan secara memadai hak-hak masyarakat setempat. Hal ini dapat terjadi
karena lemahnya prosedur verifikasi sosial, ketidakjelasan batas kawasan hutan,

serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.®

Masyarakat lokal merasa dipinggirkan dan dirugikan oleh proses
pengalihan hak pengelolaan tersebut. Ketika perusahaan membawa alat berat dan
mulai melakukan kegiatan pembukaan lahan, masyarakat melakukan penolakan
karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta tidak

memperoleh kompensasi yang adil.

Permasalahan ini menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, yang
mengakibatkan ketegangan sosial di masyarakat, kerusakan lingkungan, dan
potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, aparat keamanan

dilibatkan untuk mengamankan lokasi, yang justru memperuncing konflik.

Salah satu akar persoalan dari konflik ini adalah ketidaksesuaian antara
regulasi kehutanan dengan kenyataan di lapangan. Permen LHK No. 8 Tahun 2021

memang mengatur prosedur administratif dengan rinci, tetapi tidak selalu

% Nurhady Sirimorok et al., “Linking Commoning with Social Forestry: An Indonesian
Case,” Trees, Forests and People 18, no. 2017 (2024): 5-9.



mempertimbangkan aspek sosial dan kearifan lokal yang hidup di tengah

masyarakat.

Pengabaian terhadap keberadaan masyarakat adat dan lokal dalam proses
pengelolaan hutan tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi
menimbulkan krisis sosial dan ekologis. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih

adil dan partisipatif sangat diperlukan dalam kebijakan pengelolaan hutan.*

Konsep igta’, sebagai bagian dari khazanah hukum Islam Klasik,
memberikan perspektif penting dalam tata kelola tanah dan sumber daya alam. Igta’
adalah pemberian hak pemanfaatan atas tanah milik negara kepada individu atau

kelompok dengan tujuan produktif dan maslahat.®

Dalam konsep igta’, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti
kemampuan pengelola dalam memanfaatkan tanah secara produktif, tidak
merugikan masyarakat, serta adanya pengawasan dari negara agar pemanfaatan

tetap berada dalam kerangka maslahat umum.

Konsep igta’ menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan akses
terhadap sumber daya alam. Negara tidak boleh memberikan hak pengelolaan
kepada pihak yang hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan

dampak sosial dan ekologisnya.

4 Djohar Arifin, “Implikasi Hukum Agraria Terhadap Konflik PertanahanIndonesia” Vol.1,
No. (2021).
> ALK.S. Lambton, Reflections on the Iqta’ (London: Brill, 2024).



Kesesuaian antara prinsip-prinsip igta’ dengan tujuan pengelolaan hutan
berkelanjutan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi penting

dalam perumusan kebijakan agraria dan kehutanan yang lebih adil.

Dalam praktik igza’, masyarakat lokal atau petani kecil memiliki peluang
untuk memperoleh hak pemanfaatan tanah negara jika mampu mengelolanya secara
produktif. Hal ini bertentangan dengan praktik modern yang lebih banyak

memberikan hak kepada korporasi besar.

Ketimpangan akses terhadap hutan sebagai sumber daya penting
menimbulkan ketidakadilan struktural yang harus disikapi secara serius oleh
negara. Sebagai sumber daya publik, pengelolaan hutan tidak boleh diserahkan
sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau kekuatan kapital. Negara memiliki
tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hutan dikelola untuk

kepentingan rakyat banyak.®

Penting untuk melakukan reformasi kebijakan pengelolaan hutan yang tidak
hanya berbasis legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma moral
dan sosial yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan syariah dapat
menjadi alternatif yang relevan. Pengalaman konflik di berbagai daerah
menunjukkan bahwa regulasi yang mengabaikan realitas sosial akan berujung pada
perlawanan dari masyarakat. Hal ini tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga

menimbulkan ketidakstabilan sosial.

® Arief Budiono et al., “Legal Conscience and the Pressure of the Formal Law System,”
Wisdom 22, no. 2 (2022): 223-233.



Penerapan prinsip-prinsip igta’ dapat menjadi pendekatan normatif dalam
mengevaluasi dan merancang ulang kebijakan kehutanan. Prinsip keadilan
distributif, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan menjadi nilai dasar
yang perlu diinternalisasi. Jika dianalisis secara mendalam, konsep igta’ sejatinya
menolak dominasi korporasi besar atas tanah dalam skala luas tanpa pertimbangan
kemaslahatan sosial dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks kasus Tapanuli
Selatan, iqta’ dapat digunakan sebagai kritik atas pengelolaan lahan yang tidak
melalui proses musyawarah dan menimbulkan dampak sosial yang besar. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan lahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip

keadilan Islam.

Kritik dari perspektif Islam ini penting karena hukum Islam tidak hanya
mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan
sosial dan ekonomi antara sesama manusia. Keadilan distribusi (‘adalah fi al-
tagsim) merupakan prinsip utama dalam pengelolaan kekayaan negara dalam Islam,
termasuk sumber daya alam seperti hutan. Negara wajib memastikan distribusi hak

kelola tidak menimbulkan kezaliman terhadap pihak lemah.’

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas
Muslim, prinsip-prinsip hukum Islam seperti igta’ dapat menjadi inspirasi dalam

perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum

" Siska Permata Sari Harahap et al., “Filsafat Ekonomi Islam : Pendekatan Sistem Ekonomi
Islam, Nilai-Nilai Dasar dan Instrumental,” Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen 2, no. 1 (2023):
13-23.



Islam tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi kerangka etika dan

hukum yang mengarahkan keadilan substantif dalam pembangunan nasional.

Lebih jauh lagi, teori igta’ juga memuat prinsip keberlanjutan dan tanggung
jawab ekologis. Tanah atau lahan negara yang diberikan kepada individu atau
lembaga harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan. Kerusakan ekosistem akibat eksploitasi hutan produksi dan penanaman
monokultur eukaliptus, seperti yang terjadi di Tapanuli Selatan, jelas bertentangan

dengan prinsip keberlanjutan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Selain itu, konsep pengelolaan berbasis igfa’ juga menekankan pentingnya
partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, musyawarah
merupakan prinsip yang tak terpisahkan dari kebijakan publik dalam Islam.®
Pengelolaan lahan oleh negara kepada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat

terdampak adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip tersebut.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani antara kerangka hukum
positif Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya
alam. Dengan menelaah pengalihan hak pengelolaan hutan dalam perspektif teori
iqgta’, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan hutan yang lebih adil,

partisipatif, dan berkelanjutan.

8 Sumardi Efendi, “Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum
Islam,” CONSTITUO: Journal of State and Political 3, no. 1 (2024): 69-78.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengalihan Hak Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan
Produksi ?
2. Bagaimana Persfektif Teori Igta’ terhadap Pengalihan Hak Pengelolaan

Hutan Lindung dan Hutan Produksi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme pengalihan hak pengelolaan hutan lindung
dan hutan produksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengkaji pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan
produksi dari perspektif teori igza’ dalam hukum Islam.
Kegunaan Penelitian

1. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum
Islam, khususnya terkait igta’

2. Memberikan wawasan bagi pemerintah, akademisi, dan pemangku
kebijakan terkait pentingnya kejelasan regulasi dalam pengalihan hak

pengelolaan hutan agar tidak merugikan masyarakat lokal.

D. Telaah Pustaka
Pengelolaan hutan di Indonesia merupakan bagian dari kewenangan
negara yang bersumber dari konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran



rakyat.® Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah pengelolaan lahan
pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga melalui peraturan teknis seperti
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021. Dalam Permen ini, negara memberikan kerangka hukum
bagi pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi melalui
berbagai jenis pengelolaan lahan, termasuk di antaranya Hak Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan (IJUPHHK) dan Pengelolaan lahan Berusaha

Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan tanpa
hambatan. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah konflik antara
masyarakat lokal di Tapanuli Selatan dan perusahaan yang mendapatkan hak
pengelolaan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Perusahaan tersebut mendapatkan konsesi seluas 13.236 hektare, namun karena
batas wilayah yang tidak jelas, perusahaan secara sepihak memasuki dan
membersihkan lahan yang telah lebih dahulu dikelola oleh masyarakat untuk
menanam komoditas seperti karet, kopi, jeruk, dan alpukat. Konflik semacam
ini mengangkat isu penting mengenai keadilan dalam pengalihan hak

pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat.

Konsep igta’ dapat memberikan perspektif kritis terhadap praktik
pengalihan hak pengelolaan hutan. Iqta’ adalah konsep dalam figh siyasah yang

berarti pemberian tanah oleh negara kepada individu atau kelompok tertentu

® Mutiara 1.Kadir, “Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor,” Arus Jurnal
Sosial dan Humaniora ( AJSH ) 5, no. 1 (2025).



untuk dimanfaatkan. Konsep ini telah diterapkan sejak masa Khulafa’ al-
Rasyidin dan dinilai sebagai instrumen distribusi sumber daya yang bertujuan
untuk meningkatkan kemakmuran umat. /gta’ dibagi menjadi dua bentuk
utama, vyaitu igta’ al-tamlik (pemberian hak milik) dan igta’ al-intifa’
(pemberian hak pakai). Penerapan igta’ harus memperhatikan prinsip-prinsip
keadilan (al- ‘adalah), kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), serta larangan

untuk merampas hak orang lain atau melakukan tindakan zalim.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek pengelolaan
sumber daya alam dan teori igza’ dari berbagai sudut pandang. Misalnya,
penelitian oleh Fatimah dan Suryadi (2021) membahas relevansi igta’ dalam
pengelolaan tanah negara di Indonesia, menegaskan bahwa prinsip igta’ harus
memprioritaskan kemaslahatan rakyat dan perlindungan hak masyarakat adat.
Penelitian oleh Nurhadi (2020) mengkaji konflik pengelolaan hutan di
Kalimantan dengan pendekatan hukum Islam dan menyoroti perlunya
pengakuan hak masyarakat lokal dalam pengalihan hak pengelolaan hutan.
Sementara penelitian oleh Rosby et al. (2022) menyoroti pentingnya
perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan Penerapan
prinsip magasid al-shari‘ah dalam kebijakan kehutanan dapat memastikan

bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi dan kesejahteraan mereka terjamin.

Namun, penelitian Fatimah dan Suryadi (2021) membahas relevansi
konsep igta’ dalam konteks pengelolaan tanah negara secara umum di
Indonesia. Fokus mereka adalah bagaimana prinsip igta’ digunakan untuk

menegaskan bahwa tanah negara harus dikelola demi kemaslahatan umum dan
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perlindungan hak-hak masyarakat adat. Namun, penelitian ini tidak secara
spesifik menyinggung konteks hutan lindung atau hutan produksi, maupun
konflik yang terjadi akibat pengelolaan lahan pemanfaatan hutan kepada

perusahaan.

Penelitian Nurhadi (2020) mengkaji konflik pengelolaan hutan di
Kalimantan, menggunakan pendekatan hukum Islam. la menekankan
pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat lokal dalam pengalihan hak
pengelolaan hutan. Fokus utamanya lebih pada konflik sosial dan pengakuan
hak masyarakat lokal, tanpa membahas secara mendalam penggunaan konsep
igta’ sebagai kerangka teoretis utama, dan tidak secara khusus menyoroti

pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi.

Sementara itu, penelitian oleh Rosby et al. (2022) lebih menyoroti aspek
perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan secara
umum. Mereka mengkaji bagaimana kebijakan kehutanan dapat dilihat dari
perspektif maqasid al-shariah untuk memastikan perlindungan hak-hak
masyarakat dan kesejahteraan mereka. Namun, penelitian ini tidak mengkaji
teori igta’, dan tidak secara khusus menganalisis mekanisme pengalihan hak

pengelolaan hutan lindung dan produksi.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori berfungsi sebagai landasan teori fundamental bagi

pemikiran pemecahan masalah para peneliti. Kerangka teori adalah bagian dari
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penelitian yang memberikan penjelasan tentang isu-isu yang berkaitan dengan
variabel primer, subvariabel, atau pertanyaan penelitian.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional utama yang
menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal ini menempatkan
negara sebagai pemegang otoritas tertinggi atas sumber daya alam, sehingga
pengalihan hak pengelolaan hutan harus diarahkan untuk memastikan manfaat
maksimal bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemberian hak pengelolaan
hutan kepada pihak ketiga harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan
keberlanjutan sumber daya alam.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur secara komprehensif tentang
penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia. UUPA menetapkan bahwa tanah
adalah milik negara yang dikuasai oleh rakyat, dan pengalihan hak atas tanah
dilakukan melalui pemberian hak-hak tertentu seperti hak guna usaha dan hak
pengelolaan. Hal ini serupa dengan prinsip igtza’ yang memberikan hak pengelolaan
tanpa mengalihkan hak milik, sehingga pengaturan ini merupakan representasi
hukum positif yang sejalan dengan konsep igta .

Selain itu, Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja mengatur tentang hak pemanfaatan hutan yang bertujuan mempercepat
proses pengelolaan lahan dengan tetap menjaga prinsip pengelolaan hutan
berkelanjutan. Ketentuan ini penting untuk menjamin bahwa pengalihan hak

pengelolaan hutan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, tanggung jawab
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lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat terdampak. Dengan demikian, UU
Cipta Kerja melengkapi kerangka hukum nasional terkait pengelolaan hutan dan
harus dipahami dalam perspektif igza’ sebagai hak pengelolaan yang tetap
mengedepankan penguasaan negara.

Konsep igta’ dalam perspektif hukum Islam merujuk pada pemberian hak
pengelolaan atau hak guna atas tanah oleh negara kepada individu atau kelompok
untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, igta’ tidak
memberikan hak kepemilikan penuh, melainkan hak pengelolaan yang bersifat
sementara dan terikat pada kewajiban menjaga dan memanfaatkan tanah secara
bertanggung jawab. Prinsip ini relevan untuk diaplikasikan dalam pengalihan hak
pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di Indonesia, di mana pengelolaan
sumber daya alam diatur oleh negara melalui pengelolaan lahan yang membatasi
hak kepemilikan mutlak.

Dalam penerapannya, igta’ berfungsi sebagai instrumen legal yang
mengatur bagaimana negara memberikan hak pengelolaan atas tanah atau hutan
kepada pihak lain, dengan tetap menjaga hak kepemilikan dan pengawasan negara.
Dalam pengelolaan hutan lindung dan produksi, hal ini berarti hak atau hak
pengelolaan harus diberikan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab untuk
menjamin bahwa sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan dan tetap
tersedia bagi generasi mendatang.

Pengalihan hak pengelolaan yang tidak jelas batasnya sering Kkali
menimbulkan konflik sosial, terutama antara perusahaan pemegang hak dengan

masyarakat adat atau lokal yang bergantung pada sumber daya hutan. Dalam hal
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ini, konsep igta’ dapat dijadikan acuan untuk mengatur hak dan kewajiban para
pihak sehingga kepentingan masyarakat lokal terlindungi dan pengelolaan hutan
berjalan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum nasional.
F. Metode Penelitian

Sistematis metode ( research method) penelitian sebagai cara kerja untuk
mempermudah dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri. Metode yang diterapkan
dalam tesis ini terbagi menjadi beberapa yaitu : metode pelaksanaan penelitian,
metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan atau biasa

dipahami dengan metode analisis data.

1. Metode Pelaksanaan penelitian

a. Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dari permasalahan yang
telah disebutkan diatas, penelitian dan pembahasan dalam tesis ini
berbentuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu
penelitian yang dilakukan melalui kajian literatur, dokumen hukum,
buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan.
Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mengkaji dan
menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang
berkaitan dengan pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan
hutan produksi, khususnya ditinjau dari perspektif teori igta .

b. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu
menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum dan kemudian

menganalisisnya dengan pendekatan normatif yuridis. Deskriptif
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berarti menggambarkan data dan informasi yang ditemukan,
sementara analitis berarti mengkaji dan menilai kesesuaian antara
norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Sumber Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer
dan data sekunder. 1) Sumber data primer, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (terutama Pasal 28 dan 33),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agrari, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, Notulen rapat
pemerintah. 2) Sumber data sekunder, meliputi literatur keislaman
seperti kitab-kitab figh klasik tentang igza’, buku-buku hukum Islam
kontemporer, serta buku dan jurnal akademik terkait hukum agraria,
kehutanan, dan HAM.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan

normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta dokumen hukum terkait pengelolaan hutan

dan hak masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan cara penelusuran dan penelaahan dokumen

(documentary study) terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
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Pengumpulan dilakukan melalui perpustakaan, situs resmi pemerintah,
dan jurnal ilmiah daring untuk memperoleh dokumen hukum serta
referensi akademik yang mendukung analisis serta dokumen notulen
rapat, berita acara, atau laporan resmi dari pemerintah daerah maupun
kementerian juga digunakan sebagai sumber data tambahan yang
relevan.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperolen diolah secara kualitatif, yaitu dengan
mengorganisasi dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema
tertentu, kemudian dianalisis secara mendalam. Analisis dilakukan
untuk mengetahui sejaun mana proses pengalihan hak pengelolaan
hutan sesuai dengan prinsip keadilan sosial menurut UUD 1945, hukum

agraria, serta nilai-nilai hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Alur penulisan dari penelitian ini tersusun atas lima bab, setiap bab

menggambarkan - sistematika yang berkelanjutan. Supaya penulisan Tesis ini

menjadi terarah, peneliti menguraikan pembahasannya dengan urutan dan

sistematika yaitu : Pertama, keadaan seputaran masalah dalam penelitian (latar

belakang).

Kedua, penegasan terhadap isi dari latar belakang yaitu rumusan masalah.

Penulis menyajikan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan perspektif igta’

terhadap pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi. Ketiga,

tujuan dan kegunaan. Tujuan dari penelitian untuk mencapai sesuatu yang
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diharapkan, dan kegunaannya adalah untuk mendapatkan manfaat dari temuan
tersebut.

Keempat, kajian yang relavan untuk dijadikan sebagai tolak ukur objek
penelitian. Kelima, kerangka teori yang berisi referensi yang akan digunakan dalam
diskusi pemecah masalah. Sebagaimana tahapan yang digunakan dalam penelitian
ini termasuk dalam sub bab keenam. Dan pada bagian ketujuh adalah sistematika
pembahasan yang merupakan struktur kajian dalam penelitian ini.

Bab kedua. Dalam bab ini memaparkan tentang teori-teori dan konsep-
konsep yang relevan, seperti pengertian dan konsep igta’ dalam hukum Islam,
pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi menurut hukum
nasional, serta kajian-kajian terdahulu yang berhubungan dengan topik. Selain itu,
dijelaskan juga kerangka teori yang menjadi dasar analisis penelitian.

Bab ketiga menguraikan landasan hukum yang menjadi pijakan, seperti
Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Agraria, dan Undang-Undang Cipta Kerja,
serta konsep hukum Islam tentang igza’. Kerangka teori dibuat sebagai dasar untuk
menganalisis pengalihan hak pengelolaan hutan dari perspektif hukum positif dan
hukum Islam.

Bab keempat berisi analisis mendalam mengenai bagaimana pengalihan hak
pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, membandingkan dengan praktik dan
regulasi yang berlaku di Indonesia dan bagaimana persfektif teori igta’ terhadap
pengalihan hak pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan juga saran yang berkaitan dengan

penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengalihan hak pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering kali menimbulkan
permasalahan serius ketika tidak mempertimbangkan penguasaan lahan secara de
facto olen masyarakat. Pengalihan hak pengelolaan dilakukan tanpa
mempertimbangkan keberadaan sekelompok masyarakat yang telah menguasai,
mengelola, dan menggantungkan hidupnya dari tanah tersebut secara turun-

temurun sebagai warisan leluhur mereka.

Proses ini menunjukkan adanya pemutusan secara tiba-tiba terhadap mata
rantai penghidupan masyarakat yang telah lama beraktivitas di atas tanah negara.
Meskipun secara hukum tanah tersebut berstatus sebagai hutan negara, namun
keberadaan dan kontribusi masyarakat dalam menjaga serta mengelola lingkungan
seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum pengalihan hak dilakukan. Fakta
bahwa penguasaan oleh masyarakat tidak dilindungi oleh dokumen hukum formal
tidak semestinya dijadikan dasar untuk mengabaikan keberadaan mereka, terutama
ketika mereka telah menjalankan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara

berkelanjutan.

Dari perspektif konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
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negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti,
penguasaan negara atas sumber daya alam bukanlah untuk kepentingan korporasi
semata, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia
mendapatkan manfaat atas pengelolaannya. Ketika pengalihan hak hanya
memberikan keuntungan kepada perusahaan dan justru merugikan masyarakat,

maka hal tersebut bertentangan dengan semangat Pasal 33.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 juga menegaskan
bahwa hak menguasai dari negara wajib dijalankan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara berkewajiban mengakui, menghormati,
dan melindungi hak masyarakat hukum adat maupun lokal yang telah lebih dahulu
menggarap tanah, meskipun belum memiliki hak formal. Maka, pengabaian
terhadap penguasaan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan lahan kepada
pihak ketiga jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar agraria

nasional.

Dari sisi hak asasi manusia (HAM), pengalihan hak yang dilakukan tanpa
partisipasi aktif masyarakat dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi
yang ditimbulkan, merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak atas penghidupan
yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Negara sebagai
pelindung hak-hak asasi warga negara seharusnya bersikap adil dan tidak berpihak
pada kepentingan modal yang merugikan masyarakat kecil. Ketika negara bersikap

abai atau bahkan turut memfasilitasi perusahaan dalam merampas ruang hidup
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rakyat, maka negara telah melanggar kewajibannya untuk menjamin hak-hak

konstitusional warga.

Dalam perspektif teori igta’, negara memang memiliki wewenang untuk
mendistribusikan tanah demi kemaslahatan umum, namun syarat utama dalam igta’
adalah bahwa tanah tersebut tidak boleh sedang dimanfaatkan secara sah oleh
masyarakat. Jika masyarakat telah lebih dahulu mengelola lahan secara produktif
dan berkelanjutan, maka negara tidak dibenarkan untuk memberikan lahan tersebut

kepada pihak lain.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan adalah pemerintah, baik pusat maupun
daerah, lebih berhati-hati dalam mengalihkan hak pengelolaan hutan, khususnya
ketika di atas lahan tersebut telah ada masyarakat yang mengelola secara turun-
temurun. Proses pengelolaan lahan seharusnya tidak mengabaikan hak-hak rakyat
sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 33, serta Undang-
Undang Pokok Agraria yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak
masyarakat meskipun atas tanah negara. Pemerintah juga perlu menerapkan
prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, seperti dalam teori igta’, yang menolak
penguasaan lahan oleh negara jika merugikan mata pencaharian masyarakat. Oleh
karena itu, partisipasi publik harus diperkuat dalam setiap tahapan pengambilan
keputusan, dan evaluasi terhadap hak pengelolaan hutan harus lebih transparan

serta berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan investasi.
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